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ABSTRAK

Keschatan merupakan salah satu pembabasan dan pembicaraan di masyarakat.
batk dalam forum formal ataupun informal. Indonesia sebagal negars berkembang
mempunyal unsur-unsur untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Salah
satu unsur yang penting adalah kesehatan masvarakatnya terutama penerasi muda sebagai
pencrus bangsa, Tenaga kesehatan berperan besar dalam bidangnya masing-masing. L
Indonesia tenaza keschatan dipolongkan dalam tenaga kedokieran, tenaga para medis,
tenaga apoteker dan tenaga pengobatan vang saat im sudah diskwe Jasa pelayanan
keschatan sebagai kebutuhan konsumen memerlukan perlindungan vang oleh pemerintah
diatur dengan Undang-undang Nomor & Tahun 1999 (entang perlindungan Konsumen,

Dalam penulisan mengemuokakan beberapa peokok permasslaban antara lan;
kedudukan hukum apoteker dan peran apoleker sebapa tenaga kesehatan dan sebaga
pelaku usaha ditimaw dan hukum perlindungan kKonsumen dan sanksi terhadap Apotek
vang melakukan pelangearan hukum terhadap konsumen, Metode pendekatan masalah
yvang digunakan adalah pendekatan yunidis sosiolopis dengan pembahbasan vang
menitikberatkan pada peraturan vang berlaku dan Kenvataan di lapangan, penelinan in
bersifat desknpiif, teknik pengumpulan dats vaitu denpan mengeunakan data primes
melalu studi dokumen dan wawancara, Pengolaban data melalw proses editing vakni
tidak mengambil semua data vang didapatkan lelape hanva mengambil data vang
diperlukan. Setelab dilakukan pengolahan data kemudian data dianalisis secara kualitatif
sehingga dapat diambil kesimpulan vang berkaitan dengan peran apoteker sebagai pelaku
usaha ditimau dar hukum perhndungan konsumen di Padang.

Dari hasi] penelitian mm dapat diketahis bahwa peran apoteker sebagai pelaku
usaha ditinjau dan hukum perhndungan konsumen yaitu tetap dalam ketentusn kode
etiknva sebagai tenaga kesehatan, apoteker sebagar pelaky usaha tetap merupakan tenaga
kesehatan yang berkewajiban melakukan pelayvanan keschatan. Peran apoteker sebapga
tenaga keschatan tidak bertentangan dengan peran apoteker sebagar pelaku usaha, Ada 3
(tiza) bentuk sanksi yang akan diterima oleh seorang apoteker apabila terbukti melangear
vaitu sanksi pidana dan‘atau sanksi perdata dan/ataw sankst admimstrand.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan salah satn pembahasan dan  pembicarsan i
masyarakat, baik dalam forwm formal ataupun informal. Indonesia sebagal Mepgara
berkembang mempunyvai unsur-unsur unfuk mendukong terwnjudnya cita-cita
hangsa Indonesia. Saleh satu unsur yang penting uniuk mewusudkannyva adalah
kesehatan masvarakatnva terutama generast muda sebagai penerus bangsa, hal
tersebut berdasarkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan
Undang-Undang  Dasar 1945, melalni  pembangunan nasional  vamg
berkesinambungan berdasarkan pancasila, pembangunan keschatan diarahkan
uniuk meningkatkan derajat kesehatan yang besar artinya bagi pengembangan dan
pombinaan sumber daya manusia Indonesia dan juge sebagas modal bag
pelaksanaan  pembangunan  manusia  sewtuhnya serta pembangunan sefuruh
masvarakal Indonesia.

Peningkatan derajat kesehatan dan pembinagn penvelengearasn upaya
Lesehatan secara menveluruh dan terpadu dapat dilakekan dengan memperhatikan
peranan kesehatan. Kesehatan berdasarkan defimsi dalam Uindang-Undanyg Mo, 23
tahun 1992 tentang kesehatan, adafah keadaan sejahtera dari badan. jiwa dan
sosial vanp memungkinkan setiap orang hidup produknf secara sosal dian
ekonomis. Jadi secara wmum unsur keschatan merupakan baman dan sistem

kemasvarakatan  yang  bertujuan  untuk mencegah  nmbulnya - penyakit,
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memperpanjang masa hidup warga masyarakar dan juga menminphatkan wlal
kesehatan' |

Pemerintah memiliki  keterhatasan  dalam  mewgudkan  pembangunin
keschatan antara lain datam hal penvediaan tenapa keschatan, alat kesehatan dan
abat-obatan. Kenvataannya ketiga hal tersebut bekena sama dengan masyarakat
dalam menvelengarakan upaya kesehatan secara munveluruh dan terpaduy, namun
kerjesama vang terjadi kurang baik karena adanya kesenjangan dalam ilmu
penpetahuan dan pengalaman serta kebiaspan bekerja tidak disipln antara tenaga
kesehatan dan masyarakal itn sendin,

Tenaum kesehatan berperan besar dalam bidangnya masing-masing. [h
Indonesia tenaga kesehatan dipolongkan dalam tenaga kedokteran, lenaga para
medis, tenaga apoleker, dan temapa pengobatan yang saal i sudah diakui.
Tenaga-lenapa (ni cukup besar peran serftanya dalam bekerja sama dengan
masvarakat, di mana masvarakat sebagm Konsumen jasa pelayanan kesehatan.
Jasa pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan konswmen memerlukan perlindungan
karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuban vang sangal penting dan tidak
terpisahikan untuk kelangsungan hidup manusia

(bat dalam hidang kesehatan merupakan suam zat vang dipunakan untuk
diagmosis, pengobatan. melunakkan. penyembuban atan pencegahan penvakil
pada manusia atau pada hewan, Dewasa im sekitar seralus persen upayd

snvembuhan suatu penvakit menggunakan obat-chatan yang mengandung baban

kimia, meskipun banvak vang terbukti berkhasiat dapat menyembuhkan tetapt jika

' & pejone Soekanto Pempeator Hidion Keschotan Remadia kan aCekan kool LORT hat 13
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salah menpkonsumsi obat dapat mengakibatkan keracunan cbal. Sehingga dapat
dikatakan obat dapat bersifat sebagal obat dan juga dapat bersifut sebazai racun ;
Fenomena  fersebut hagi  masvarakat berhubungan  denpan  bidang
keschatan mengenai olat-obatan, dengan mengesampingkan narkotika dan abut-
phatan terlarang, banyak jenis obal yang ternmasuk Keras dan awam bag
masyarakat umum telah didistribusikan secars bebas maupun hehas terbatas 1anpa
ada pembatasan-pembatasan ataupin informasi-informasi yang perlu diketabu
oleh masvarakat sebaga konsumen. Fenomena tersebut menimbulkan terjadiny
transaksi jual-beli obar baik di toke chat. pedagang eceran, maupun di apotek
antara pedagang sehagai pelaku usaha dan konsumen menjadt transaksi vang
kurang baik, Transaksi-iransaksi jual-bebi obar baik dengan resep mavpun 1anpa
resep dewasa ini banyak memmbulkan masalab, Permasalahan tersebue terjad
karena tidak adanva hubungan dua arah antara masyarakat sebagai konsumen dan
apoteker sebagai pelaku usaha. di mang sehanssnya pelaku usaha tidak merngikan
konswmen dan konsumen pun tidak mergikan pelaku usaha - Apoteker sehaga
pelaku usaha seharusnya mampu memberikan pelayanan vang baik kepada
Lonsumen datan hal memberikan informasi vang baik, jelas dan jujur
Permasafahan tersebut di atas banvak memberikan laporan mengenal
masalah keamanan obat veng dimuat di dalam media massa vang memmjukkan
balwa kepentingan masyarakal terhadap obat bukan hanya merupakan aspek

shkonomi tetapi juga aspek keschatan. Sikap konsumen terhadap obat berbeda

Endal Ariel Prioeip D Dan Dasar Farmakolog, Cradjeh Maoda Pressocetakaon ke-Z, 20000 hal 2
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dibendingkan  dengan  sikap mereka terhadap  barnng konsumsi  lainnya,’
Konsumen dalam hal ini mempunyai kedudukan vang lemah Karena konswnen
Lurang mempunyil wawasan vang fuas mengenai obat it sendini dan kurng
mengertt hak-hak vang mereka miliki dan tidak semua konsumen mempunyal
pengetaliuan serta pendidikan mengenar kesehatan, Oleh karsna itu apoteker
dibutuhkan dalam memberikan dan menjadi informasi bagi masyarakal sesuai
dengan profesinya dalam rangka pelayanan dan pendidikan keschatan®, D
samping 1ty harus mampu bertanggung jawab atas apateknya sebaga salah sam
badan usaha yang dimiliki oleh apoteker selaku pelake usaha, namun pada
kemyataannva yang terjadi dalam  masyarakal, keprofesionalitasan  seorang
apoteker tidak dapat dilaksanakan dengan baik. yakm sebagai tenpga keschatan
dafam bidananya maupun sebapai pelaku usaha.

Berdasarkan wraian di atas. penulis tertarik mengadakan  penchitian
penuhsan hukum dengan judul “Kedudukan Hukum Apoteker sebagal Pelaku
Usaha Ditinjau dari Hukum Perindungan Koensumen di Padang”. Scbagal tenaga
kesehatan, Apoleker dapat berperan sebagal pengusaha, tenaga keschatan di
sumal sakit dan pengelola apotek. Akan tetapi pada hakekatnya apoteker adalah
searang professional yang terikat olel sumpah dan kode ek apoteker. Secara
teoritis peranan schapai pengusaha dan professional dianggap schagai dua hal ynyg

bertentangan, Oleh karcna i penulis ingin mengetalny bagamana kedudukan

* Mo Aned. Apa vang Porfy kel Teang Ghor, Gadjah Mada Press, celzhan ke-3,5997 hal
k52
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hukum apoteker sebagai pelaku usaha jika ditinjan dari hukum pedindungan

konsumen

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah vang telah disraikan di atas, dapsal

dirumuskan permasalahan sebagat berikut

1.

Lid

Bagaimanakah kedudukan hukum apoteker sebagai pelaku wsaha ditinjau dan
hukum perlindungan kensumen 7
Apakah peran Apoteker sebapai tenaga kesehatan berentangan dengan peran

apoleker sebagal pelaku usaha ditinjau dar hukum perlindungan konsumen 7

. Apakah ada sanksi terhadap Apotek yang melakukan pelanggaran hukum

terhadap konsumen®,

. TUJUAN PENELITIAN

Penelitan vang telah dilaksanakan mempunyai tujuan vaiiu |

. Untuk mengetahui kedudukan hukum apoteker sebagai pelaku usaha ditinjau

dari hukum perlindongan konsumen.

Untek mengetahui  pertentangan  anfara  peran  apoteker schagai  fenaga
Lesehatan denpan peran apoteker sebagai pelaku usaba ditiman dan hukem
perlindunean Konsumen.

Untuk mengetahui sankst terhedap apotek yvang melakukan pelangparan hukum

terhadap konsumen.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN
1. Kedudukan hukum apoteker selagai pelaku usaha ditinjau dan huekum
perlindungan konsumen yaitu tetap dalam Ketenfuan kode etiknva sebaga
tenags keschatan, Dalam menjalankan apotekmyva seorang apoteker harus lebih
menguiamakan funpsinya sebapai tenapa kesehatan bukan sebasai peluku
usaha murmni. Jadi dalam mendapatkan keuntungan apoteker tetap terikar olel
profesinya scbagal apoteker
2. Perzn apoteker sebagai tenaga keschatan tidak bertentangan dengan peran
apoteker sebapai pelaku usaba (pemilik), tetapi akan memice timbulnya
kondlik kepentingan apabila tidak adanya permisahan kedua peran terschut
secard tegas. Apotek adalah badan usaha vang dikelola oleh apoteker dan
terdirt dari 2 {dua) pihak yaitu .
et Pemilik {awmer)
b. Pekerpa atau tenaga kerja
Peran apoteker sebagai pemilik fowner) adalal; menjalankan pekerjaan
secara feknis fanmasi sesuni dengan sumpal profesinya dan sebag manager vang
memperiahankan  usaha  demi  tercapainva keuntungan  tertentu,  Hal ini
mengakibatkan kinera apoleker tidak sesuai den wm kode etik profesi dan memicy
timbubova  konflik kepentingan,  schingea petgabdian  apateker lerhadap

masyarakat dalam bidang kesehatan ndak terwujud secara baik. Apoleker sebagai

i
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pekerja atan tenaga kega memiliki peran menjalankan pekeraan secam (ks

kefarmasian dan pengabdian din kepada masvarakat sesuss dengan sumpeh

profesinya. Hal im mengurangs resiko timbulma Konflik kepentingan karena

apoteker dapal mengabdikan dinnya terhadap masyarakat secara total tanpa ada

pembatasan kebebasan profes,

3. Sanksi yang akan ditenma oleh secrang apoteker apabila terbukii
melangpar adalal sanksi pidang dan‘atan sanksi administranf dan‘/ztan sanksi
perdata, Selain tu gogs terdapat sanks) sosial yvaite berupa pengumuman

keputusan hakim.

B. SARAN

1. Peran apotcker sebapai tenaga kesehatan tidak bertentangan denpan peran
apoteker sebagai pelaku usaha, fetapi peran tersebut dapae menimbalkan
konflik kepentingan. Salah satu upava vang dapar ditetapkan untuk mencegah
timbulnva kenflik kepentingan adalah apoteker schapal ienags professicnal
bekerja sesual kode enk profesinya din memiliki ketentuan-ketentyan vang
jelas dan tegas sehagai pembatasan tugas dan fungsi dalam memiliki dan/atay
mengelola apotek. Dengan demikian peraruran pemerintah yang mengafur
pemisahan apoteker dalam menjalankan fugas dan fungsi mengelola dan/atau
memiliki apotek perlu disusun kembali secara tegs.

L. P'rotesi merupakan faktor penting dalam memperbarks kualitas dan kuantitas
hasil kerja, denpan penpetahuan vang dimiliki melalu; Jenjang pendidikan,

seseorang akan semakin mampn mengalokasikan pemikirannyva dengan baik

N
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dan cendrung tidak berlebihan sehingga dapat bekerja dengan baitk. Tinpkat
pendidikan  dan  pencrapan  ilme menspakan  faktor wvang  menentukan
produkiivites dan akhirnva terpenohi kepentingan fingkat  pendapatan
sescorang dan kebutuhan masvarakar. Maka investasi dalam sumber diava
manusia merspakan hal vang perli dilakukan

Cma menmgkatkan  perbindungan hukun  redadap keosumen  dalam
mengkonsumsi  barang,  maka  sosiabsast  endang-undang  perlindungan
konsumen merupakan hal vang penting i semping juga seminar-semingr,
penyulehan-penvuluhan dan pendidikan meninpkatkan penpetahuan konsumen

dan pelaku usaha akan perlindungan Konsumen.
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